PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JI. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Telp/Fax : (0754) 62167 Kode Pos 27435

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/02/DPMPTSPNAKER-SWL/2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (SPNF)
LKP AN-NABAWI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan
memperluas daya tampung khususnya pada Satuan
Pendidikan Non Formal (SPNF) LKP AN- NABAWI;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud huruf a telah
tersedia fasilitas ruang belajar yang berlokasi di Dusun
Tengah Sawah, Desa Silungkang Duo, Kecamatan Silungkang,
Kota Sawahlunto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkannya keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
Kota Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan
daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990, tentang perubahan
Batas Wilayah  Kotamadya Daerah  Tingkat Il
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3423);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirlan Satuan Pendidikan Non
Formal;
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 81
Tahun 2013 temtang Pendirian Satuan Pendidikan Non
Formal;

7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan — Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomeor 11,
Tambahan lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42),

8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomor 11);

9.  Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14),

10. Peraturan Walikota Nomor 31 Tabun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 1),

11. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2024
tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan  Perizinan
Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Pelayanan

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja.

2 Surat Permohonan dari LKP AN-NABAWI tanggal 4
Fetwruari 2025, perthal Mohon lzin Pendirian  Satuan
Pendidikan Non Formal (SPNF).

b, Pekomendasi Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Nomor
420/108/Dindik-3 /SWL-2025 Tanggal 21 Maret 2025

Memberikan Perpanjangan 1zin Satuan Pendidibkan Non

Formal (SPNF) kepada

tiarmna Lembaga © LKEP AN-NABAWI
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KIEDUA ¢ Pemegang zin Inl mempunyal kewajiban sebagal berikut ;

1. Menyelenggaralan  SPNP  tersebut  sedemikian  rupa,
sehingga dapat memenuhl fungsl soslalnya terhadap
masyarakat,

2. Menyelenggaralkan  SPNP  sesual  dengan  peraturan
perundang undangan yang berlaku atau yang akan di
tentulan kemudian,

1. Manglrimban laporan berkala sesual dengan ketentuan
menurut model yang ditentukan.

A4 1zin Program PNV inl berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun,

5. Mengajulkan permohonan perpanjangan izin selambat-
lambatnya 30 (tiga pulah) hart sebelum masa berlakuy
1zin barakhir,

KETIGA i Keputusan Ind mulal berlaku pada tanggal
ditetaplaan sampal dengan

24 Maret 20200,

Dikeluarkan di Sawahlunto
Pada tanggal 24 Maret 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU BATU PINTU DAN TENAGA KERJA
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Tembusan disnmpallan kepada Yth

Menterl Pendidiban Naglonal 01 Jaleara,

Guberpur Sumatera Baral ) Padang;

Wapak Walikota dan Wald) Walikota Sawahlunto (sebagal laporan),

Kotua DIFRD Kota Sawahlunto di Sawahlunto)

Kepala Dinas Pondidikan Provins) Sumatera Barat di Padany,

Inspektur Kota Sawahlunto d) Sawalilunto,

Nadan Kepegawalan dan Pengembangan SDM Kota Sawahlunto di Sawahlunto,
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto di Sawahlunto,
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Jenls Pertzinan : Tidak Berbayar
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